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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU 
 

NOMOR     13     TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  BERAU, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam mewujudkan Kabupaten Berau yang sehat, 

anggun, gairah, aman dan manusiawi serta untuk 

meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan dan peran 

serta masyarakat dalam menjaga pemanfaatan prasarana/ 

sarana fasilitas umum diperlukan perangkat kebijakan demi 

melindungi kepentingan seluruh masyarakat ; 

  b. bahwa dalam menciptakan suatu kondisi yang dinamis 

dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan 

kegiatannya dengan tertib, teratur dan tentram  

maka diperlukan pengaturan dibidang ketertiban dan 

ketentraman ; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 

sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 1820) ; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209) ; 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak  

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4152) ; 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235) ; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4247) ; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844) ; 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725) ; 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5025) ; 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5234) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3177) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983  

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5145) ; 



- 3 - 

 

 

 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5160) ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tingkat II 

Berau Tahun 1993 Seri D Nomor 5) ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2001 

tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam 

Wilayah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten 

Berau Tahun 2001 Nomor 44) ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2003 

tentang Penanaman dan Larangan Merusak Pohon Pelindung 

Dalam Wilayah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah 

Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 59) ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau 

Tahun 2003 Nomor 62) ; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2003 

tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 67) ; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki  

Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2004 

Nomor 16) ; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Pelarangan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Berau Tahun 2007 Nomor 2) ; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Berau  

Tahun 2007 Nomor 5) ; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran 

Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau 

Tahun 2008 Nomor 10) ; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau 

Tahun 2011 Nomor 1) ; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 30 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Berau  

Tahun 2011 Nomor 30). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU 

 

dan 
 

BUPATI BERAU 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN 

KETENTRAMAN MASYARAKAT. 

 
 

BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Otonomi dan 

Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Bupati adalah Bupati  Berau. 

4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Berau merupakan perangkat Daerah dalam memelihara dan 

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan 

Peraturan Daerah. 

5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Berau sebagai unsur pelaksana 

otonomi Daerah. 

6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Berau yang mendukung tugas Bupati dalam 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yang 

berbentuk Badan dan/atau Kantor. 

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. 

8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten Berau 

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang 

meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, 

Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, 
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Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata 

dengan baik sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku guna 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan 

batin. 

11. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari 

gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan 

dan kekhawatiran. 

12. Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan 

dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat 

melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. 

13. Izin adalah persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Daerah 

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap suatu 

permohonan. 

14. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah surat 

keterangan yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk 

mendirikan tempat usaha atau menggunakan bangunan/ruangan sebagai 

tempat melakukan usaha/pekerjaan. 

15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat 

izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 

16. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah izin yang diberikan Kepala 

Daerah kepada badan usaha atau perorangan untuk mengusahakan/ 

pengoperasian usaha rekreasi dan hiburan umum. 

17. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan/badan 

usaha atas penyelenggaraan kegiatan usaha. 

18. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa usaha dan/atau 

kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena 

sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan 

lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, 

kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. 

19. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai 

dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta 

tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah 

tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. 

20. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan 

meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 

mengharap belas kasihan dari orang lain. 

21. Anak Jalanan adalah anak yang berusia antara 5 Tahun sampai dengan 

dibawah 18 Tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk 

mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat tempat 

umum. 


